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WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR !9 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat : 1.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan



10

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4376) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

13. Peraturan



Menetapkan

13.

14

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB 1



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

i
2.

Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau,
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah di Kota Lubuk Linggau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal
adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

BABII



BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 104.399.965.189,33

b. Pendapatan Transfer Rp. 956.099.437.438,21
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.060.499.402.627,54
2. Belanja

a. Belanja Operasi

1).

Belanja Pegawai Rp. 359.220.909.073,00
. Belanja Barang dan

Jasa Rp. 325.350.180.851,20

Belanja Bunga Rp. 7.315.243.513,00
. Belanja Hibah Rp. 38.608.945.924,00

. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.475.500.000,00

Jumlah Belanja Operasi Rp. 733.970.779.361,20

b. Belanja Modal

1).
2).

3).

4).

Belanja Modal Tanah Rp 8.322.213.959,00
Belanja Modal Peralatan

Mesin Rp. 25.905.888.028,00
Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Rp 47.779.448.452,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan

dan Irigasi Rp. 336.645.742.957,00
Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya Rp. 9.549.633.691,00

Jumlah Belanja Modal Rp. 428.202.927.087,00

c. Belanja



c. Belanja Tidak Terduga Rp. 647.143.000,00
Jumlah belanja Tidak Terduga Rp 647.143.000,00
Jumlah Belanja Rp.1.162.820.849.448,20

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 133.446.731.404,83

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 133.446.731.404,83
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 31.125.284.584,17

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 yang dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran

laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjelasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penetapannya

dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2| Jui 2022

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

#

S.N. PRANA PUTRA SOHE
Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, Zl Jui 2083

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

\

TRISKY DEFRIANSYAH

1S
BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR ...





